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ABSTRACT

MOHAMAD RIVAL KIDAMU. S§2120066. THE EFFECT OF APPARATUS'
WORK  ATTITUDES ON THE  LEGISLATIVE  FUNCTION
IMPLEMENTATION OF BOARD MEMBERS AT THE SECRETARIAT OF

THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF BONE BOLANGO
REGENCY

This study aims to find the effect of the apparatus' work attitude on the legisiative
Junction implementation of board members at the Secretariat of the Regional
House of Representatives of Bone Bolango Regency. It employs a quantitative
approach with a survey method. The survey research explains the causal
relationship and hypothesis testing. The number of samples in this study covers 25
people. The data analysis method uses simple regression analysis. The resulls of
this study show that the apparatus' work attitude (variable X) affects the
legislative function implementation of board members (varviable Y) at the
Secretariat of the Regional House of Representatives of Bone Bolango Regency by
0.758 or 75.8%. It means that the apparatus’ work attitude can support the
legislative function implementation of the board members.

Keywords: work attitude, legislative fimction, Secretariat of Regional House of
Representatives



ABSTRAK

MOHAMAD RIVAL KIDAMU. NIM. S.2120066. Pengaruh sikap kerja aparatur
terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan di Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango. Program Studi Iimu
Pernerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ichsan Gorontalo,
Tahun 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetabui besarnya pengaruh sikap kerja
aparatur terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan di Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Penelitian survei yang dimaksud
adalah bersifat menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis. Jumlah sampel
dalam penelitian ini adalah 25 orang. Adapun metode analisis data menggunakan
analisis regresi sederhana.

Hasil penpelitian menunjukkan bahwa sikap kerja aparatur (vriabel X)
berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y) di
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebesar
0,758 atau sebesar 75,8%. Hal ini berarti bahwa sikap kerja aparatur sudah dapat
mendukung pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan.

Kata kunci : sikap kerja, fungsi legislasi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bone Bolango.



BABI
PENDAHULUAN
1.1.  Latar belakang masalah

Organisasi merupakan tempat orang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Anggota organisasi atau aparatur merupakan salah satu unsur
penting dalam organisasi dan merupakan salah faktor dan pendukung pencapaian
tujuan organisasi, serta merupakan faktor penting dalam rangka mencapai suatu
mekanisme kerja yang efisien dan efektif. Aparaturlah yang merupakan pelaku
penggerak proses mekanisme dalam sistem kerja organisasi, oleh sebab itu agar
mekanisme kerja tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan yang
diharapkan, maka aparatur harus memiliki sikap kerja yang baik pula.

Bagi setiap organisasi, baik negeri maupun swasta, untuk mencapai tujuan yang
telah diictapkan, harus terdapat sumber daya berupa organisasi yang dipimpin oleh
sckelompok orang yang bertindak sebagai pelaku aktif dalam mengejar tujuan
organisasi terscbut. Demikian halnya dengan organisasi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD), yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah vyang
melaksanakan tungsi pemerintahan dacrab sebagail mitra kerja yang sejajar dengan
pemerintah daerah, yang berarti bahwa kedua lembaga tersebut memiliki kedudukan
yang sama dan sejajar serta tidak saling membawahi. Hal ini ditegaskan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tabun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota bahwa



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah, yang berarti lembaga ini juga melaksanakan fungsi-fungsi
pemerintahan daerah sebagai mitra sejajar pemecrintah daerah. Dengan demikian,
undang-undang tersebut telah memberikan peluang yang besar kepada DPRD dalam
melaksanakan tugasnya yaitu fungsi legislasi, penganggaran  (budgeting) dan
pengawasan (control). Tuntutan untuk menjalankan ketiga fungsi DPRD tersebut
menjadi keharusan saat ini karena memberikan gambaran umom tentang akfivitas
anggota DPRD scbagai wakil masyarakat yang terpilih menjadi anggota DPRD. Qleh
karena itu, anggota DPRD Provinsi harus mampu meningkatkan kinerjanya dalam
mengesahkan Perda yang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan
kebutuhan serta tuntutan masyarakat setempat.

Dari ketiga fungsi tersebut, tugas utama Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
adalah fungsi legislasi yaitu membentuk peraturan-peraturan dacrah yang dibahas
terlebih dahulu dengan pimpinan daerah setempat. Dalam rangka memenuhi tugas
legislasinya, DPRD mendapat berbagai hak, antara lain hak untuk mempresentasikan
rancangan peraturan daerah dan hak untuk melakukan perubahan rancangan peraturan
dacrah atau pelaksanaan tugas legislasi harus diikuti dengan peraturan daerah.

Pelaksanaan fungsi legislasi tersebut tentulah tidaklah mudah dalam organisasi
besar seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena merupakan hal yang mustahil
jika anggota dewan bekerja sendirian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Olehnya itu, keberadaan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mutlak



diperlukan dan telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang menegaskan bahwa sekretariat
dewan (sekwan) merupakan perangkat daerah yang mcrupakan bagian dari pelayanan
administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang melaksanakan kegiatan
adnmnistrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas
anggota dewan, serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang dibutuhkan
oleh anggota dewan. Peraturan Pemerintah tentang sekretariat dewan tersebut uga
diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

iJengan  demikian, sekretariat dewan memegang peranan penting dalam
menyukseskan fungsi legislasi anggota dewan dengan cara memfasilitasi berbagai
aktivitas kegiatan anggota dewan, seperti, mulai dari proses kegiatan adrainistrasi,
kegiatan perencanaan, pengaturan persiapan dan pelaksanaan semua agenda kegiatan
anggota dewan. Contobnya, dalam penyusunan Raperda dalam kegiatan ini
Sckretariat DPRD memfasilitasi proses penyusunan Raperda dengan penganggaran
dan penyusunan Naskah Akademik (NA). Menurut Pasai 206 Undang-Undang No. 23
Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Sekretariat dewan mengangkat dan
mciaperhentikas anggota kelompok ahli dan anggota kelompok ahli sesuai usulan
daerah. Fungsi perumusan daerah yang dimiliki dan dikelola DPRD membuahkan
hasil berupa peraturan daerah yang dibahas bersama dengan Kepala Dacrah. Olch
karena itu, kedudukan DPRD dalam menjalankan fungsi pembentuk peraturan daerah

bergantung pada kemampuan anggota DPRD dalam mempresentasikan usulan



RaPerda, sehingga usulan RaPerda menjadi inisiatif dewan daerah secara
kelembagaan (Suwanda, 2016:17). Untuk itu, dengan adanya sekretariat dewan
diharapkan dapat membantu kinerja anggota dewan dalam melaksanakan fungsi
legislasinya.

Demikian halnya dengan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bone Bolango diadakan untuk menibantu anggoya dewan dalam
melaksanakan fungsinya. Aparatur (staf) dewan harus aktif mempersiapkan
kebutuhan dan keperluan rapat anggota dewan tentang peraturan perundang-
undangan scbagai bahan dalam rencana pembentukan produk legislatif Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan hasil pengamatan
penulis, peran aparatur (staf) dewan belum mampu  melaksanakan tugas dan
fungsinya dengan baik dalam menunjang fungsi anggota dewan. Hasil wawancara
penulis dengan salah scorang anggota dewan, yakni bapak Zainudin Bau (12 Agustus
2023) mengatakan bahwa permasalahan yang terkait dengan staf dewan, menyangkut
sikap kerja staf dewan dalam membantu anggota dewan seperti dalam mentaat;
peraturan kerja masih ada staf yang datang terlambat masuk kantor, kurangnya
ketjasaina antara staf schingga terkesan kurang mendukung pekerjaan sesama staf,
dan masih ada sebagian staf yang berpendapat bahwa mercka adalah perangkat
daerah sehingga dalam menjalankan tugasnya mereka bertanggung jawab kepada
bupati melalui sekretaris daerah dan bukan kepada anggota dewan, sehingga mercka

bekerja seadanya saja, padahal setiap staf yang bekerja pada organisiasi dewan harus



bekerja secara optimal dalam melaksanakan tugasnya agar dapat mencapai hasil yang
maksimal pula. Kondisi tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap anggota
dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis berkesimpulan bahwa semua
permasalahan yang muncul di sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bone Bolango sangat berkaitan dengan sikap kerja aparatur (staf). Antara
staf yang satu dengan lainnya tentunya berbeda dalam mengapresiasikan sikap kerja
mereka. Kebiasaan kerja selama ini yang dibawa oleh setiap staf dewan, sedikit
banyak mempengaruhi staf tersebul dalam bersikap. Setiap staf tersebut menghadapi
masalah di dalam lingkungan kerjanya, baik dengan rekan kerjanya, atasan atau
mungkin dengan pekerjaannya itu sendiri. Kondisi kerja seperti ini dapat disikapi
positip atau negatip oleh setiap staf dan akan berdampak pada kualitas kerjanya.
Seliap stal temtunya memiliki cara sendiri dalam menghadapi masalah tersebut
tergantung pada pengalaman kerja yang mereka miliki, namun pimpinan sekretariat
dewan harus ikut andil dalam mencari solusi tersebut agar tercipta lingkungan kerja
yang kondusif.

Berdasarkan wraian permasalahan tersebut, maka perlu diadakan sebuah
penclitian dengan mengambil judul: Pengaruh Sikap Kerja Aparatur Terhadap
Pelaksanaan Fungsi Legislasi Anggota Dewan di Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.



1.2, Rumusan masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka masalah pokok yang akan dikaji
dalam penelitian int ialah:

Seberapa besar pengaruh sikap kerja aparatur terhadap pelaksanaan fungsi
legislasi anggota dewan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bone Bolango?

1.3. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh sikap kerja aparatur terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan di
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.

1.4. Manfaat penelitian

Ada beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:
I. Untuk praktisi

Sebagai bahan masukan bagi pihak pimpinan di Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk menciptakan lingkungan kerja

yang kondusif untuk menumbubkan sikap kerja aparatur dalam mendukung

pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan.
2. Untuk akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan

disiplin ilmu pemerintahan khususnya pengembangan konsep sikap kerja aparatur

dan pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan.



3. Untuk peneliti
Untuk bahan perbandingan antara konsep dan teori yang diterima di bangku
kuliah dengan fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian juga sebagai bahan
referensi bagi peneliti selanjuinya yang akan meneliti lebih lanjut mengenai

konsep sikap kerja aparatur dan pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan.



BAB U
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian manajemen sumber daya manusia

Setiap organisasi menginginkan agar pelaksanaan kerja dan penggunaan sumber
daya dalam organisasi benar-benar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Untuk itu,
perlu adanya pengaturan, pengarahan, dan pendayagunaan. Usaha mengatur dan
mengarahkan sumber daya ini, baik manusia maupun peralatannya yang kita kenal
dengan istilah manajemen. Manajemen atau tata kelola dalam sebuah organisasi
dijalankan oleh seorang pemimpin. Suatu organisasi di nilai mencapai efektivitas
tinggi, bila bebas dari berbagai karakteristik ketidakefektivan. Keuntungan dasar
model ini memberikan kepada para pemimpin pedoman-pedoman praktis bagi
kegiatan diagnosis dan pengembangan. Terry dalam Bangun (2008:2) berpendapat
pahwa manajemen adalah ihnw dan seni. Manajemen adalah subjek ilmu pengetahuan
dan karcnanya sccara umum dapat dibuktikan kebenarannya. Pemimpin yang
menjalankan tongasnya harus memiliki pengetahuan untuk memimpin organisast
dengan baik. Demikian juga, seni adalah pengetahuan untuk mencapai tujuan.
Melalui akuisisi pengetahuan, pengamatan dan penerapan pengetahuan manajemen,
kompetensi untuk pekerjaan itu dibuat. Koontz, dkk dalam Bangun (2018:3)
mengemukakan bahwa seni yang paling produktif sclalu didasarkan pada pemahaman
akan ilmu yang mendasarinya. Oleh karena itu, seni dan ilmu bukannya saling

bertentangan, melainkan saling melengkapi.



Kesalahan umum dalam menggunakan informasi dalam manajemen adalah
bahwa organisasi tidak memperhitungkan pertukaran antara individu dan kelompok.
Organisasi harus memperhatikan kerjasama antara individe dan kelompok untuk
meraih hasil yang efektif dan efisien. Pimpinan dalam mencapai tujuan organisasi
melalai kegiatan orang lain, dapat memimpin, mempengaruhi dan mengawasi
kumpulan orang tersebut dalam mencapai tujuan-tujuannya. Pimpinan bertanggung
jawab atas tugas-tugasnya dalam organisasi atau bagian-bagian yang ada dalam
organisasi tersebut. Pimpinan adalah orang yang melaksanakan aktivitas-aktivitas
manajemen untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Koontz, dkk
dalam Bangun (2018:3) mecngatakan bahwa sebagai pimpinan adalah orang yang
mencapai hasil dengan menciptakan suasana terlentu guna menunjang keefektifan
usaha kelompok pasti menjalankan fungsi-fungsi yang sama.

Selain itu, Fahmi (2012:2) menyatakan bahwa manajemen ialah ilmu yang
merpelajari sccara komprehensif bagaimana mengarahkan dan membimbing orang
dari berbagai latar belakang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ini disebut
manajemen sumber daya manusia.

Agar suatu organisasi dapat terus bertahan dan tetap kompetitif, penguasaan
teknologi saja tidak cukup kecuali didukung oleh sumber daya manusia yang handal.
Investasi pada sumber daya keuangan yang paling berharga, yaitu sumber daya
manusia, karenanya tidak dapat ditunda lagi dan karenanya harus dikelola dengan

baik dalam pengelolaan sumber daya manusia. Simamora dalam Sutrisno (2016:5)
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menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia ijalah pemanfaatan,
pengembangan, evaluasi, penghargaan dan kepemimpinan individu anggota
organisasi atau kelompok pegawai. Kemudian Dessler dalam Sutrisno (2016:5)
menyatakan manajemen orang sebagai kebijakan dan praktik vang diperlukan dari
seorang individu yang melakukan aspek "orang” dari peran kepemimpinan, termasuk
rekrutmen, seleksi, pelatihan, kompensasi, dan evaluasi. Fokus manajemen sumber
daya manusia terletak pada upaya mengelola sumber daya manusia di dalam
dinamika interaksi antara organisasi pekerja yang seringkali memiliki kepentingan
berbeda. Menurut Stoner dalam Sutrisno (2016:6) manajemen sumber daya manusia
melibatkan penggunaan sumber daya manusia secara produktif untuk mencapai
tujuan organisasi dan memenuhi kebutuhan individu pegawai.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manajemen sumber daya manusia
merupakan suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan
pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, dan
pemeliharaan, dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi sccara terpadu yang

telah ditetapkan bersama-sama.

2.2. Konsep sikap kerja

Layanan yang diberikan oleh perangkat aparatur tergantung pada sikapnya
untuk memberikan layanan kepada siapa saja yang membutuhkan layanan tersebut.
Sikap kerja yang terlihat dalam organisasi menunjukkan bahwa seorang pegawai

membutuhkan bantuan untuk membuat keputusan yang baik. Keberhasilan
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peningkatan efisiensi pelayanan ditentukan oleh sikap aparatur pemerintah dan faktor
kemampuan kerja dalam meningkatkan pelayanan yang baik.

Notoatmodjo (2007) mengartikan sikap sebagai reaksi atau reaksi seseorang
yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau suatu objek. Perwujudan dari sikap
it tidak serta merta tampak, tetapi hanya dapat diartikan dari perilaku tertutup
sebelumnya. Sikap ini merupakan kesiapan atau kerelaan untuk bertindak dan bukan
pelaksanaan motif tertentu.

Evaluasi sikap aparatur diperiksa dengan menggunakan pendekatan umum dan
khusus. Riset secara khusus karena bisa lebih detail dan memiliki nilai liabilitas yang
jauh lebih akurat. Karena apa yang kita harapkan dapat tercapai melalui kerjasama
setiap individu dengan perilaku yang berbeda-beda. Selain jtu, perilaku  dalam
organisasi memiliki pengaruh yang besar terhadap berfungsinya organisasi. Kami
dapat merasakan sikap karyawan ini melalui layanan yang kami terima. Sikap tidak
dapat dipisahkan dari kegiatan schari-hari seseorang, namun sikap dapat
mencerminkan sikap orang tersebut. Sikap adalah persepsi sescorang tentang dimana
mereka berada, terutama di tempat kerja

Menurut Robbins dan Judge (2008:92), sikap ialah ungkapan penilaian yang
positip yang memberi kebahagian atau tidak bahagia kepada suatu keadaan, person,
atau kejadian dan sikap dapat berwujud tanggungjawab pada aktivitas serta komitmen
anggotanya dalam suatu institusi.

Terdapat beberapa definisi sikap, antara lain (Rahayuningsih, 2016:82):
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1. Berorientasi kepada respon (Orientasi pegawai dalam memberikan
pelayanan public). Sikap adalah suatu bentuk dari perasaan, yaitu perasaan
mendukung atau memihak (favourable) maupun perasaan tidak mendukung
(unfavourable) pada suatu objek.

2. Responsif (disiplin, sopan dan ramah). Sikap adalah kesediaan untuk
menanggapi suatu objek dengan cara tertentu ketika mereka menghadapi
stimulus yang membutuhkan tanggapan, dan pola perilaku, kecenderungan
atau kesiapan antisipatif untuk menyesuaikan diri dengan situasi sosial yang
terkondisi.

3. Berorientasi kepada skema triadic (Respon dan tanggap terhadap
permintaan dan keluhan pelayanan). Sikap merupakan konstelasi
komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi
dajam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek di
lingkungan sekitarnya

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, Ivancevich (2009:88) merumuskan sikap

kerja sebagai keadaan mental yang dipelajari dan diorganisasikan melalui
pengalaman, menghasilkan pengaruh spesifik pada respon terhadap orang lain, obyek
dan sitnasi yang berhubungan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, sikap kerja memegang peranan penting dalam

kehidupan organisasi. Padahal, sikap seringkali memiliki dampak yang signifikan

terhadap kinerja rutinitas kerja mercka. Sikap kerja adalah kecenderungan untuk
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menilai pendapat, pendapat atau sikap seseorang tentang suatu objek atau masalah
dan bertindak menurut penilaiannya, menyadari perasaan positif dan negatif dalam

menghadapi objek tersebut.

2.3. Indikator sikap kerja

Sikap kerja yang terlihat dalam organisasi menunjukkan bahwa seseorang
membutubkan banfuan untuk membuat keputusan yang baik. Keberhasilan
peningkatan efisiensi pelayanan publik ditentukan oleh sikap pemerintah dalam
meningkatkan pelayanan yang baik. Pegawai yang menjalankan tugasnya dalam suatu
organisasi memiliki sikap kerja dan perilaku kerja yang berbeda di tempat mereka
bekerja. Saat mengevaluasi sikap kerja mereka, tidak ada nilai yang sama antara
perangkat yang berbeda. Budaya yang dibawa oleh masing-masing perangkat
mempengaruli perilaku perangkat {ersebut. Sikap kerja meliputi evaluasi positif atau
negatif sescorang terhadap lingkungan kerjanya. Dalam ilmu manajemen sumber
daya manusia, sebagian besar penelitian tentang sikap kerja berfokus pada tiga sikap:
kepuasan kerja, keterlibatan kerja dan komitmen organisasi (Robbins dan Judge,
2016).
a) Kepuasan kerja

Ketika kepuasan kerja terjadi, biasanya tercermin dalam perasaan aparatur
tentang pekerjaannya, yang sering diwujudkan dalam sikap positif aparatur terhadap
pekerjaan mereka dan segala sesuatu yang mereka temui atan ditugaskan di

lingkungan kerja. Pemantanan yang cermat dan terus menerus terhadap kepuasan
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kerja karyawan sangat penting untuk menarik perhatian pejabat manajemen,
khususnya SDM.

Pada umumnya para aparaturi terdiri dari mereka yang ingin menunjukkan hasil
karya yang melebihi sekedar persyaratan minimal. Karena itn, pekerjaan yang
mengandung tantangan yang apabila terselesaikan kewenangan baik merupakan salah
satu sumber kepuasan kerja. Sutrisno (2016:75) mengatakan pada hakikatnya,
kepuasan kerja merupakan perasaan senang atau senang bekerja dalam memandang
dan menjalankan pekerjaannya. Apabila seseorang senang terhadap pekerjaannya,
maka orang tersebut puas terhadap pekerjaannya

Sctiap orang dipuaskan berbeda-beda tergantung nilai kerjanya (wirausaha,
peduli dan teliti). Karena terdapat perbedaan mendasar antara setiap individu, maka
kecenderungan untuk mencapai tingkat kepuasan tertentn juga berbeda-beda. Namun
pada dasarnya, semakin banyak orang sctuju dengan nilai-nilai di tempat kerja,
semakin tinggi kepuasan yang mercka rasakan. Sebaliknya, aspek-aspek pekerjaan
yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya menimbulkan ketidakpuasan
kerja.

Oleh karena itu, kepuasan kerja perangkat harus diciptakan sebaik mungkin
untuk meningkatkan semangat perangkat, dedikasi, kecintaan dan kedisiplinan.
Menurut Fathon (2018:174) Kepuasan kerja adalah sikap emosional menikmati dan

mencintai pekerjaan. Sikap ini teraplikasi dalam moral kerja, kedisiplinan dan
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prestasi kerja. Kepuasan ini dinikmati di tempat ketja, di luar pekerjaan, dan dalam
kombinasi apa pun antara bekerja dan bermain
b) Keterlibatan Kerja.

Dalam dunia kerja, ada alasan mendasar mengapa perangkat keras harus
mengikuti perkembangan yang pesat. Organisasi pasti ingin memajukan
organisasinya dengan menyeimbangkan kegiatan organisasi lain. Oleh karena itu,
organisasi memerlukan keterlibatan seluruh anggotanya yang ikut serta dalam
kegiatan organisasi. Robbins dan Judge (2016) mengatakan bahwa work engagement
adalah tingkat di mana seseorang terhubung dengan pekerjaannya, terlibat secara
aktif di dalamnya, dan menganggap kinerjanya penting untuk harga dirinya.

Berbagi pekerjaan adalah situasi di mana manajer menegosiasikan pemecahan
masalah dan pengambilan keputusan dengan bawahan schingga mereka bekerja sama
sebagai satu tim (Davis dan Newstrom, 2000). Pada dasarnya partisipasi dalam
pekerjaan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu.

a. Keterlibatan mental dan emosional. Partisipasi bukan hanya akiivitas fisik,
tetapi juga aktivitas mental dan emosional. Bukan hanya kemampuan mereka,
ictapi diri mereka sendiri Partisipasi itu lebih bersifat psikologis daripada
fisik. Partisipasi dipahami tidak hanya berpartisipasi dalam pekerjaan, tetapi

juga dalam pertemuan, meminta pendapat dan lainnya (Dewi, 2008).
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b. Motivasi Kontribusi. Keterlibatan adalah situasi di mana seorang pemimpin
mendorong orang untuk berbagi minat, Mereka diberi kesempatan untuk
menyalurkan inisiatif dan kreativitasnya untuk mencapai tujuan organisasi.

¢. Tanggung jawab. Partisipasi mendorong orang untuk mengambil tanggung
jawab atas kegiatan kelompok. Ini juga merupakan proses sosial yang
mengarah pada orang yang berpartisipasi dalam organisasi dan ingin membuat
mereka sukses

¢) Komitmen organisasional

Scbuah organisasi akan dapat dengan mudah mencapai tujuan yang telah
ditentukan bersama, kalau organisasi yang bersangkutan memiliki komitmen yang
tinggi kepada anggotanya dalam bekerja. Organisasi akan mendapat kepercayaan
penuh dari para anggotanya, jika anggota yang bersangkutan memiliki komitmen
organisasi, karcna hanya dengan komitmen yang tinggi kepada anggotanya, maka
mercka akan merasa memiliki organisasi yang bersangkutan dan akan bekerja
sungguh-sungguh dengan segenap kemampuan kerja yang dimilikinya.

Ridwan (2009:200) mengatakan bahwa komitmen pada organisasi merupakan
salah satu aspek perilaku penting yang dapat dipakai untuk mengevaluasi kekuatan
ikatan (attachment) para pegawai terhadap organisasi tempat ia bekerja. berbagai
lingkungan pekerjaan yang memiliki hubungan dengan komitmen organisasional,
antara lain keterandalan organisasi yaitu sejauhmana individu merasa bahwa

organisasi dapat diandalkan.
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Kemudian Meyer dan Allen dalam Umam (2010:258) mengatakan komitmen
organisasi sebagai konstruk psikologis yang mencirikan hubungan antara anggota
organisasi dengan organisasinya dan berimplikasi pada keputusan individu untuk
melanjutkan keanggotaan dalam organisasi. Berdasarkan definisi ini, anggota yang
berkomitmen pada organisasinya bertahan lebih baik sebagai bagian dari organisasi
daripada anggota yang tidak berkomitmen pada organisasi.

Mayer dan Allen dalam Kaswani (2012:293) menyatakan bahwa komitmen
organisasi terdiri dari tiga dimensi
I. Komitmen afektif

Menunjukkan keinginan emosional yang kuat dari aparatur untuk menyesuaikan
diri dengan nilai-nilai yang ada guna mencapai tujuannya dan keinginan untuk tetap
berada dalam organisasi. Keterikatan afektif dapat muncul pada seorang aparatur
karena alasan berikut: karakteristik individu, karakteristik struktur organisasi,
pentingnya tugas, keahlian yang berbeda, umpan balik dari eksekutif dan keterlibatan
dalam manajemen. Usia dan masa kerja dalam organisasi sangat berhubungan positif
dengan komitmen afektif. Karyawan yang terlibat secara afektif cenderung bertahan
dengan perusahaan karena mereka memiliki kepercayaan penuh pada tugas yang
dilakukan institusi.

2. Komitmen kelanjutan
Merupakan komitmen yang didasarkan pada kekhawatiran seseorang akan

kehilangan sesuatu yang telah dicapainya dalam organisasi, seperti:gaji, peralatan dan



I8

lain-lain. Faktor yang menyebabkan komitmen berkelanjutan antara lain umur, status
dan berbagai fasilitas dan tunjangan yang diterima. Komitmen ini berkurang ketika
keragaman fasilitas dan tunjangan yang diterima aparatur berkurang.

3. Komitmen normatif

Menunjukkan tanggung jawab moral aparatur untuk bertahan dalam organisasi.
Alasan dari komitmen ini adalah tuntutan sosial yang timbul dari pengalaman
seseorang dalam berhubungan dengan orang lain atau kepatuhan terus-menerus
kepada panutan atau pemilik organisasi berdasarkan gaji, penghargaan sosial, budaya
atau agama.

Jika aparatur tersebut sudah memiliki komitmen organisasi, maka anggota yang
bersangkutan harus mengutamakan untuk sekedar mengejar kepentingan organisasi
yang dijanjikan. Di sisi lain, komitmen berarti mematuhi aturan dan bertindak
berdasarkan janjinya. Semakin banyak komitmen yang digunakan, semakin tinggi
kinerja yang dicapai. Namun, dalam praktiknya, tidak semua anggota sepenuhnya
mematuhi komitmen tersebut. Keterlibatan sangat tinggi dan sangat rendah. Faktor
yang sangat mempengaruhi tingkat komitmen adalah faktor internal dan eksternal

anggota.

2.4. Tugas dan wewenang anggeta DPRD
DPRD telah diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan tugas dan

fungsinya sedemikian rupa sehingga berjalan dengan baik. Pasal 154 Undang-Undang
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Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DPRD

mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a)
b)

g)
h)

)

Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama gubernur/walikota;
Pembahasan dan pengesahan rancangan perda Kabupaten/Kota yang
disampaikan oleh Kepala Negara/Walikota;

mengendalikan pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran daerah kabupaten;
memilih walikota/bupati;

mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota/bupati kepada Menteri,
melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, untuk disetujui pengangkatan
dan pemberhentiannya;

menyampaikan pendapat dan refieksi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota
tentang rencana pembuatan perjanjian internasional di daerah;

menyetujui rencana kerjasama internasional pemerintah daerah kabupaten/kota,
meminta  penjelasan  tentang  tanggung jawab  walikota/bupati  dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah kota/kabupaten;

menerima rencana kerja sama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang
membebani masyarakat dan daerah;

melakukan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan.



20

2.5. Hak DPRD

Selain itu, telah diberikan hak kepada DPRD berdasarkan Pasal 159 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar DPRD dapat
menjalankan tugasnya dengan baik dan menetapkan kebijakan yang sesuai dengan
kehendak rakyat yang diwakilinya. DPRD berhak :

a) Hak interpelasi yakni. hak DPRD untuk meminta informasi kepada pimpinan
daecrah tentang kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang
berimplikasi luas bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara

b) Hak angket yakni hak DPRD untuk melakukan pemeriksaan terhadap tindakan
penting dan strategis pemerintah daerah yang berdampak luas terhadap
kehidupan masyarakat, daerah, dan negara serta diduga melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan.

c¢) Hak menyatakan pendapat, yakni hak DPRD untuk mengeluarkan pendapat atas
kebijakan pimpinan daerah atau kejadian luar biasa di daerah disertai usulan
penyelesaian atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak angket dan penyidikan.

Selain itu menurut Asmawi (2014:9) Sehubungan dengan pelaksanaan tugas
legislasi DPRD, yaitu. H. pembentukan peraturan daerah, hak yang digunakan untuk
mendukung tugas legislasi adalah:

a) Hak Penyelidikan
Hak investigasi dapat digunakan untuk evaluasi, brainstorming untuk pembuatan

atau modifikasi peraturan yang ada. Hak angket tidak hanya untuk mengetahui
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kebijakan pemerintahan daerah yang sedang berjalan, tetapi juga untuk berbagai
kepentingan legislasi

b) Hak Inisiatif (hak mengajukan ranperda)
DPRD dapat menyusun dan mengusulkan Raperda atas prakarsa sendiri. Dalam
praktiknya, hak inisiatif DPRD kurang produktif. Biasanya inisiatif datang dari
pemerintah kota/kabupaten.

¢) Hak Amandemen (mengadakan perubahan atas ranperda)
Hak untuk mengubah ini pada prinsipnya berlaku bagi peraturan daerah yang
diprakarsai oleh pemerintah kota/kabupaten, tetapi tidak menutup kemungkinan
perubahan Ranperda karena inisiatif DPRD sendiri. Secara teknis, hak
amandemen tidak pernah dilaksanakan. Hal ini terjadi karena Ranperda yang

sedang dibahas DPRD selalu dilakukan bersama pemerintah dacrah.

2.6. Tungsi legislasi

Fungsi lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat yang paling penting
ialah menentukan kebijakan dan membuat peraturan. Olehnya itu, anggota dewan
sebagai wakil rakyat yang diberikan kepercayaan untuk duduk di lembaga legislatif,
harus betul-betul mewakili suara rakyat dengan melihat kepentingan dan mendengar
aspirasi yang berkembang dimasyarakat dalam menyusun peraturan perundang-
undangan agar produk regulasi yang dihasilkan nanti, betul-betul berpihak kepada

kepentingan masyarakat. Kualitas undang-undang atau perda yang dibuat olch
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anggota dewan, akan menunjukkan warna serta kualitas anggota dewan yang
bersangkutan, baik secara material maupun secara fungsional.

Menurut Lili Romli dan Suryarama (2016:617) ada dua mekanisme dalam
penetapan rancangan Peraturan Daerah (raperda). Pertama, usulan raperda berasal
dari eksckutif. Kedua, usulan raperda dari legislatif (DPRD). Apabila mekanisme
raperda usulan dari eksekutif, maka kepala daerah mengusulkan raperda kepada
pimpinan DPRD melalui surat kepada kepala daerah. Pimpinan DPRD
menyampaikan raperda tersebut kepada seluruh anggota DPRD. Sementara itu,
mekanisme raperda vsuian dari DPRD dilakukan dengan cara raperda usul inisiatif
DPRD beserta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada kepala daerah.
Pimpinan DPRD menyampaikan raperda tersebut kepada selurub anggota DPRD.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjalankan fungsi legislasi khususnya
dalam melahitkan produk rancangan peraturan daerah (Ranperda) sebelum menjadi
peraturan daerah {perda), baik inisiatif legislatif itu sendiri maupun inisiatif eksekutif
ditinjau dari: mekanisme penyusunan peraturan dacrah (Perda), sikap proaktif
anggota legislatif, mengakomodir aspirasi yang berkembang dalam masyarakat,
konsultasi publik sebelum rancangan peraturan daerah (Ranperda) menjadi peraturan
daerah (Perda), dan melakukan peninjavan atau pengawalan terhadap peraturan
daerah (Perda) yang telah dijalankan.

Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Pasal 149 ayat (1) huruf a dilaksanakan
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dengan cara: a. membicarakan walikota/bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui
rancangan Peraturan daerah kota/kabupaten; b. memberikan usul rancangan Peraturan
daerahkota/kabupaten; dan c. membuat program pembentukan peraturan daerah
kota/kabupaten dengan walikota/bupati.

2.7. Kerangka pemikiran

Sikap kerja aparatur dalam organisasi sekretariat DPRD merupakan faktor
utama, sebab manusia merupakan dimensi pokok dalam organisasi atau lembaga yang
amat penting dalam mencapai tujuan, baik tujuan individu maupun tujuan dari
organisasi. Masalah dalam sikap kerja adalah suatu masalah yang perfu dipahami oleh
para aparatur, khususnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi anggota
dewan. Sebagai suatu usaha ketja sama aparatur dalam organisasi, individu membawa
ke dalam tatanan organisasi kemampuan, kepercayaan pribadi, penghargaan,
keutuhan dan pengalamannya. Oleh individu dan karakteristik akan dibawa ketika
memasuki lingkungan baru yaitu organisasi.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur variabel sikap kerja digunakan pendapat
Robbins dan Judge (2016), yang mengatakan bahwa sikap kerja difokuskan pada tiga
sikap yaitu kepuasan kerja, keterlibatan kerja dan komitmen organisasional.
Kemudian untuk mengukur variabel pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan,
digunakan pendapat Lili Romli dan Suryarama (2016:617) yang mengatakan bahwa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjalankan fungsi legislasi khususnya

dalam melahirkan produk rancangan peraturan daerah (Ranperda) sebelum menjadi
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peraturan daerah (perda), ditinjau dari: mekanisme penyusunan peraturan daerah
(Perda), sikap proaktif anggota legislatif, mengakomodir aspirasi yang berkembang
dalam masyarakat, konsultasi publik sebelum rancangan peraturan daerah (Ranperda)
menjadi peraturan daerah (Perda), dan melakukan peninjanan atau pengawalan
terhadap peraturan daerah {Perda) yang telah dijalankan.

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai
berikut:

Gambar 2.1 Bagan kerangka pemikiran

SIKAP KERJA Pelaksanaan Fungsi Legislasi
(variebel X) Anggota Dewan

(menurut pendapat Robbins (variabel Y)

dan Judge (2016) (menurut pendapat Lili Romli dan

hd

Suryarama (2016:617)

a. kepuasan kerja,

b. keterlibatan kerja, dan a. mekanisme penyusunan peraturan

c. komitmen organisasional daerah (Perda),

b. sikap proaktif anggota lcgislatif,

c. mengakomodir  aspirasi  vang
berkembang dalam masyarakat,

d. konsultasi publik sebelum
rancangan  peraturan  daerah
(Ranperda) menjadi  peraturan
daerah (Perda), dan

e. melakukan  peninjauan  atau
pengawalan terhadap peraturan
daerah  (Perda) yang telah
dijalankan

bl

Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bone Bolango
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2.8. Hipotesis

Riduwan (2018:35) mengatakan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan
sementara yang harus diuji lagi kebenarannya melalui penelitian ilmiah. Hipotesis
dalam penelitian ini ialah:

Ho: Sikap kerja aparatur (vriabel X} tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi
legislasi anggota dewan (variabel Y) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ha: Sikap kerja aparatur (vriabel X) berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi
legislasi anggota dewan (variabel Y) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Bone Bolango.
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BAB I
OBYEK DAN METODE PENELITIAN
3.1. Objek penelitian
Objek penelitian ini adalah mengenai pengaruh sikap kerja aparatur (vriabel X)
terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y) di Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango. Penelitian

direncanakan dilaksanakan kurang lebih tiga bulan.

3.2. Metode penelitian
3.2.1. Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey.
Penelitian survei yang dimaksud adalah bersifat menjelaskan hubungan kausal dan
pengujian hipotesis. Lalu, Sugiyonon (2016:8) mengatakan metode penelitian
kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian berdasarkan filosofi positivisme,
yang digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertenfu., Alat penelitian
digunakan dalam pengumpulan data. Analisis data bersifat kuantitatif/statistik dan

bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2.2. Operasionalisasi variabel
Berdasarkan kerangka pemikiran maka operasionalisasi variabel dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:
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Sikap kerja merupakan pendirian aparatur untuk menilai suatu objek atau
pekerjaan untuk bertindak sesuai dengan penilaiannya. Menurut Robbins dan Judge
(2016), sikap kerja difokuskan pada tiga sikap yaitu
a) Kepuasan kerja merupakan perasaan senang bekerja dalam memandang dan

menjalankan pekerjaannya yang tercermin oleh moral kerja, kedisiplinan dan
prestasi kerja.

b) Keterlibatan kerja merupakan kecenderungan aparatur mengaitkan dirinya
dengan pekerjaannya secara aktif untuk berpartisipasi di dalamnya. Keterlibatan
kerja dapat dilihat pada aspek, yakni keterlibatan mental dan emosional, motivasi
kontribusi dan tanggung jawab.

¢) Komitmen organisasional merupakan ketaatan aparatur dalam bertindak scjalan
dengan janji-janjinya, yang dapat dilihat dari dimensi, yaitu komitmen afektif,
komitmen kelanjutan, dan komitmen normatif.

Kemudian, pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan dilihat dari keterlibatan
anggota dewan dalam berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk legisiasi yang
berpihak pada kepentingan masyarakat, yang meliputi mekanisme penyusunan
peraturan daerah (perda), sikap proaktif anggota legislatif, mengakomodir aspirasi
yang berkembang dalam masyarakat, konsultasi publik sebelum rancangan peraturan
daerah (ranperda) menjadi peraturan daerah (perda), dan melakukan peninjauan atau

pengawalan terhadap peraturan daerah (perda) yang telah dijalankan.
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Dalam pengujian, setiap variabel diukur dengan skala Likert. Kuesioner
disusun dengan menyiapkan (lima) pilihan: selalu, sering, jarang/kadang-kadang,
jarang, tidak pernah. Setiap opsi diberi bobot nilai yang berbeda, seperti yang

dijelaskan di bawah ini:

Tabel 3.1
Bobot nilai variabel
Pilikan Bobaot
Sangat setuju (8S) 5
Setuju (8) 4
Ragu-ragu (RR) 3
Kurang setuju (KS) 2
Tidak setuju (TS) 1

3.2.3. Populasi dan sampel
3.2.3.1. Populasi
Sugiyono dalam Riduwan (2017:54) mengatakan bahwa populasi adalah
domain generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan
karakteristik berbeda yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan dari situ mereka
kemudian menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah
seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango yang
berjumlah 25 orang.
3.2.3.2. Sampel
Sampel menurut Arikunto dalam Riduwan (2017:56) ialah bagian dari populasi

(sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Dalam penelitian ini teknik penentuan
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sampel menggunakan teknik sensus, yakni anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Bone Bolango yang berjumlah 25 orang.

3.2.4. Teknik pengumpulan data
Adapun dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner, adalah
teknik pengambilan data dengan membuat daftar pertanyaan yang diberikan pada

anggota sampel yang bersedia memberikan respons (responden) atau jawaban.

3.2.5. Prosedur penelitian
Untuk dapat meyakini bahwa instrumen atau alat ukur yvang valid dan andal,
maka instrumen tersebut sebelum digunakan harus diuji validitas dan reliabilitasnya,
schingga apabila digunakan akan menghasilkan data yang objektif.
3.2.5.1.Uji validitas
Menurut Arikunto (2006:219) Validitas adalah ukuran yang menunjukkan
derajat validitas atau legitimasi instrumen yang bersangkutan, yang mampu
mengukur apa yang diukur, Uji validites dilakukan dengan cara mengkorelasikan
setiap pernyataan dengan skor total untuk setiap variabel. Selain itu, ketika

menafsirkan koefisien korelasi. Untuk menguji dengan ramus:

nzXY - X)) XY)

Foxy

V (0 ZXD-(EX)) (0ZY)-(ZYY)

Keterangan:

X = Variabel bebas
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Y = Variabel terikat
r = Koefisien korelasi
n = DBanyaknya sampel
Selanjutnya di hitung dengan uji t dengan rumus:
r Vn-2
t hitung =
V1
Keterangan:
t = nilai t hitung
n = jumlah responden

..,
Il

koefisien korelasi hasil r hitung

Selain itu, angka korelasi yang ditentukan menggunakan hasil perhitungan
diubah menjadi nilai t-Student dan dibandingkan dengan t-tabel dengan (n-2) derajat
kebebasan pada tingkat signifikansi yang dipilih. Jika nilai t hitung lebih besar dari
nilai t tabel, query dianggap valid. Jika t-score kurang dari atau sama dengan nilai t-
tabel, maka soal dianggap tidak valid. Sedangkan untuk menentukan validitas effect
size atau ukuran korelasi masing-masing variabel menggunakan interpretasi koefisien

korelasi seperti pada tabel di bawah ini
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Tabel 3.2
Interpretasi koefisien korelasi
Koefisien
Kategori
korelasi/jalur
0.20 Keeratan hubungan sangat rendah, hampir
< >
dapat diabaikan
0,20-0,40 Keeratan hubungan rendah
0,40 - 0,70 Keeratan hubungan sedang
0,70 - 0,90 Keeratan hubungan tinggi
0,90 - 1,00 Keeratan hubungan sangat tinggi

Sumber : Riduwan (2017:136)

3.2.5.2. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran
relatif konsisten bila pengukuran diulang dua kali atau lebih. Dengan kata lain,
keandalan adalah indeks seberapa andal atau dapat dipercaya sebuah meteran. Meter
digunakan dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan nilai yang diperoleh relatif
konsisten. Dan untuk menguji reliabilitas dengan menggunakan teknik Alpha
Cronbach (a) dilakukan untuk rentang datafjenis instrumen sederhana yang telah
memiliki tingkat reliabilitas atau reliabilitas yang dapat diterima apabila nilai efisiensi
reliabilitas yang diukur adalah variabel > 0,60 atau 60%. Rumus yang digunakan

adalah rumus alfa Cronbach (a), yaitu
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Dimana :

a = Relibilitas intrument

k = Banyaknya pertanyaan
Y.a® = Jumlah pertanyaan

al* = Total varians

3.2.6. Teknik analisis data
3.2.6.1.Rancangan uji hipotesis
Untuk memastikan apakah terdapat pengaruh sikap kerja aparatur (vriabel X)
terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y) di Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango, maka pengujian
dilakukan dengan menggunakan metode regresi sederhana. Metode regresi sederhana
dapat dilihat pada gambar berikut:

Struktur regresi sederhana

X > Y
Keterangan:
X = sikap kerja aparatur
Y = pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan
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3.2.6.2. Pengujian Hipotesis
Berdasarkan tujuan penelitian, dalam penelitian ini digunakan metode analisis
deskriptif kuantitatif, dimana data yang dikumpulkan dari responden, khususnya dari
kuesioner, dideskripsikan dan dituangkan ke dalam tabel frekuensi dan persentase.
Uit hipotesis terbagi dalam beberapa bagian yaitu sebagai berikut:
a) Uji Koefisien Determinasi (R2 )
Koefisien determinasi merupakan nilai yang menggambarkan kemampuan variabel
independen dalam menjelaskan variabel dependen. Mengetahui nilai koefisien
determinasi dapat menjelaskan kebaikan model regresi dalam memprediksi
variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi, semakin baik
variabel independen dapat menjelaskan perilaku variabel dependen
b) Uji statistik F
Uji F atau uji koefisien regresi simultan, yaitu. untuk mengetahui secara simultan
pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, terlepas dari pengaruhnya
signifikan atau tidak. Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F
pada keluaran uji ANOVA., Jika nilai signifikan F < 0,05 maka dapat disimpulkan
bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap

variabel dependen.

¢) Analisis regresi linier sederhana
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Selanjutnya untuk menguji pengaruh setiap variabel independen terhadap
variabel dependen dilakukan uji statistik dengan menggunakan analisis regresi

sederhana (Riduwan, 2017:145) dengan formulasi sebagai berikut:

Persamaan regresi :
Y =a + bX
>Y-b3X
a ey
n
n.yXY-¥X.>Y
b =
nyX:- Xy
Keterangan:
X = sikap kerja aparatur
Y = pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan
a = Nilai Konstanta harga Y jika X =0
b = Nilai sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukkan nilai peningkatan

(+) atau nilai penurunan (-) variabel Y.

Korelasi PPM ditunjukkan dengan (r) kecuali nilai r lebih besar dari harga (-1 <

r < +1). Jika r = -1 berarti korelasi negatif sempurna; r = 0 berarti tidak ada korelasi;
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dan r = 1 berarti korelasinya sangat kuat. Selain itu, untuk menyatakan besarnya
kontribusi variabel X terhadap variabel Y, dapat ditentukan dengan menggunakan

rumus koefisien ekspresi sebagai berikut:

KP=rx 100%
Kelu.ucuu.x.

KP = Nilai koefisien diterminan

R =Nilai koefisien korelasi

BABYV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum lokasi penelitian
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4.1.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolange

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango {(disingkat DPRD
Bone Bolango) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten yang ada
di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. DPRD Bone Bolango memiliki 25
anggota yang tersebar di 8 partai politik, dengan perolehan kursi terbanyak diraih
oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem). Pimpinan DPRD Kabupaten Bone
Bolango terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang berasal dari
partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dalam

dua periode terakhir, vaitu:

Gerindra : 3 kursi
PDI Perjuangan : 2 kursi
Golongan Karya : 3 kursi
Nasional Demokrat  : 6 kursi
PKS : 2 kursi
PPP : 4 kursi
PAN : 2 kursi
Hanura :0

Demokrat : 3 kursi
PBB 10

PKPI 10
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4.1.2 Tugas pokok dan fungsi

Sekretaris DPRD  mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD ;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;
c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD ;
d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperfukan oleh DPRD ; dan
¢. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Pimpinan

DPRD.

Adapun satuan terdiri dari:
1. Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas memberikan dukungan
administrasi kesekretariatan DPRD. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian
Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
a. Menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD ;
b. Mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;

c. Mengelola administrasi keanggotaan DPRD ;
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- Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Sekretariat
DPRD ;

. Menyediakan fasilitasi fraksi DPRD ;

. Menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Sekretariat
DPRD;

. Menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD ;

- Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD ;

i. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD :

J. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD ;

. Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota, dan Sekretariat DPRD :
. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD ;

. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD ;

- Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat
DPRD ;

. Mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD ;

. Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD ;

. Menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD.

. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
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Bagian  Persidangan  dan Perundang-undangan  mempunyai tugas
menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang
legislasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Persidangan dan Perundang-
undangan mempunyai fungsi:

a. Menyelenggarakan kajian perundang-undangan

b. Memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah ;

¢. Memfasilitasi penyusunan naskah akademik dan draft raperda inisitaif ;

d. Memfasilitasi penyclenggaraan persidangan ;

e. Memfasilitasi penyusunan risalah rapat ;

f. Mengkoordinasikan pembahasan raperda ;

g. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar inventaris masalah
(DIM) ;

h. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat ;

1. Menyelenggarakan hubungan masyarakat ;

j- Menyelenggarakan publikasi ;

k. Menyelenggarakan keprotokolan ; dan

L. Melaksanaan tugas lain bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

3. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
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Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas

menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang

penganggaran dan pengawasan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Fasilitasi

Penganggaran dan Pengawasan, mempunyai fungsi:

a.

Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembahasan KUUA PPAS / KUPA PPAS

Perubahan ;

. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembahasan APBD / APBD Perubahan ;

Memfasilitasi dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggungjawaban

pelaksnaan APBD ;

. Memfasilitasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan

prognosis enam bulan berikutnya ;

Memfasilitasi dan mengoordinasikan  pembahasan laporan keterangan
pertanggungjawaban kepala daerah ;

Memfasilitasi dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil

pemeriksaan;

. Memfasilitasi dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat ;

. Memtasilitasi dan mengoordinasikan ramusan rapat dalam rangka pengawasan ;

Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kode etik DPRD ;

. Memfasilitasi dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran

. Memfasilitasi dan menggordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan ;

Memfasilitasi dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD ;
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m. Memfasilitasi dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah ; dan

n. Melaksanaan tugas iain bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

4.2 Hasil penelitian

Kuesioner atau daftar pertanyaan merupakan instrumen yang digunakan untuk
mengumpulkan data primer dari responden dan sangat menunjang dalam pelaksanaan
penelitian. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji validitas untuk mengetahui apakah
daftar pertanyaan yang telah disiapkan dapat mengukur variabel yang diukur. Uji
validitas dilakukan dengan bantuan program excel dan SPSS versi 20.

4.2.1 Hasil uji validitas

Uji validitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi antara masing-masing

daftar pertanyaan dengan skor fotainya dengan bantuan program Excel dan SPSS.

Hasil pengujian validitas untuk masing-masing variabel penelitian dapat dilihat pada

tabel sebagai berikut:
Tabel 4.1
Uji validitas sikap kerja aparatur (vriabel X)
. r tnbelﬂ0,4l3
Varlz.al?el Nomor T sieg (@=0,05:1=25 | Keteran gan
penelitian pertanyaan Dk =n-2 =25-2
=23)
1 0.641 0,413 valid
Sikan keri 2 0.686 0,413 valid
1ap tﬁ?a 3 0.684 | 0,413 valid
(fgzgzl ) 4 0.606 | 0,413 valid
5 0.723 0,413 valid
6 0.832 0,413 valid

Sumber: Olahan kuesioner, 2023
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Berdasar pada hasil uji validitas sikap kerja aparatur (vriabel X) sebagaimana
dapat dilihat pada tabel 4.1, dapat diketahui bahwa dari enam pertanyaan dalam
kuesioner untuk mengukur sikap kerja aparatur (vriabel X), semua perianyaan
memiliki nilai r hitung lebih besar daripada nilai r tabel (r hitung > r tabel). Dengan
demikian, menurut ketentuan bahwa jika nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel,

maka diputuskan pertanyaan tersebut valid.

Tabel 4.2
Uji validitas terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y)
. F tapar=0,413
Variabel Nomor Yoy | @70:050=25 | Koterangan
penelitian pertanyzaan Dk = n-2 = 25-2
=23)
1 0.731 0,413 valid
2 0.670 0,413 valid
Pelaksanaan 3 0700 | 0413 valid
fungsi legislasi 4 0.678 0,413 valid
anggota dewan 5 0.639 0,413 valid
(variabel Y) 6 0816 0,413 valid
7 0.700 0,413 valid
8 0.790 0,413 valid

Sumber: Olahan kuesioner, 2023
Berdasar pada hasil uji validitas pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan
(variabel Y) sebagaimana dapat dilibat pada tabel 4.2, dapat diketahui bahwa dari
delapan pertanyaan dalam kuesioner untuk mengukur pelaksanaan fungsi legislasi
anggota dewan (variabel Y), semua pertanyaan memiliki nilai r hitung lebih besar

daripada nilai r tabel (r hitung > r tabel). Dengan demikian, menurot ketentuan bahwa
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jika nilai r hitung lebih besar dari nilaj r tabel, maka diputuskan pertanyaan tersebut

valid.

4.2.2. Hasil uji reabilitas
Pengujian reliabilitas kuesioner dilakukan untuk mengetahui tingkat kehandalan
kuesioner sebagai alat pengumpul data. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas kuesioner
dilakukan dengan bantuan program SPSS dengan menggunakan metode Cronbach s
Alpha. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil uji reabilitas yang dijelaskan pada
tabel sebagai berikut.

Tabel 4.3
Hasil uji reliabilitas sikap kerja aparatur (vriabel X)

Cronbach's Alpha Jumlah pertanyaan

0,882 6
Sumber: Olahan kuesioner, 2023

Pada tabel hasil uji reliabilitas dapat dilihat bahwa untuk mengukur sikap kerja
aparatur (vriabel X) terdapat enam pertanyaan dalam kuesioner. Berdasarkan hasil
pengujian melalui metode cronbach’s alpha, didapat nilai sebesar 0,882. Nilai ini
lebih besar dari nilai standar yakni 0,60, sehingga dengan demikian cronbach’s alpha
= 0,882 > 0,60). Dengan demikian, sesuai ketentuan pengujian bahwa jika nilai
cronbach’s alpha lebih besar dari nilai standar yakni 0,60, maka semua pertanyaan
untuk mengukur sikap kerja aparatur (vriabel X) disimpulkan reliabe] atau terpercaya

sebagai pengumpul data.
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Tabel 4.4
Hasil uji reliabilitas pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y)

Cronbach's Alpha Jumlah pertanyaan

0911 8
Sumber: Olahan kuesioner, 2023

Pada tabel hasil uji reliabilitas dapat dilihat bahwa untuk mengukur pelaksanaan
fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y) terdapat delapan pertanyaan dalam
kuesioner. Berdasarkan hasil pengujian melalui metode cronbach’s alpha, didapat
nilai sebesar 0,911. Nilai ini lebih besar dari nilai standar yakni 0,60, sehingga
dengan demikian crombach’s alpha = 0,911 > 0,60). Dengan demikian, sesuai
ketentuan pengujian bahwa jika nilai cronbach’s alpha lebih besar dari nilai standar
yakni 0,60, maka semua pertanyaan untuk mengukur pelaksanaan fungsi legislasi
anggota dewan (variabel Y) disimpulkan reliabel atau terpercaya sebagai pengumput

data.

4.3 Deskripsi variabel penelitian

Variabel dalam penelitian ini ialah sikap kerja aparatur (vriabel X) dan
pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y). Masing-masing indikator
dari setiap variabel akan dilakukan pendeskripsian. Adapun deskripsi jawaban
responden terhadap masing-masing pertanyaan pada masing-masing indikator pada

tiap variabel adalah:
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Berdasarkan hasil tabulasi data yang ada pada tabel di bawah, kuesioner yang

telah diisi oleh responden sebanyak 25 responden, setelah diolah diperoleh nilai

masing-masing indikator dari variabel sikap kerja aparatur (variabel X). Menurut

pendapat responden berdasarkan tabel distribusi frekuensi tersebut dapat dijelaskan

sebagai berikut:

Tanggapan responden tentang aparatur memiliki moral dan semangat kerja yang

Tabel 4.5

tinggi dalam melaksanakan tugas

Pertanyaan 1

Jawaban Frekuensi (F) Persent (%)
a. Sangat setuju 4 16.0
b. Setuju 15 60.0
c. Ragu-ragu 5 20.0
d. Kurang setuju 4.0
e. Tidak setuju 0 0
Jumiah 25 100%

Sumber : Data olahan 2014

Berdasarkan tanggapan responden tentang aparatar memiliki moral dan

semangat kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas, dapat diketahui bahwa

sebagian besar responden, yaitu 15 orang atau 60,0% mengatakan setuju kalau

aparatur memiliki moral dan semangat kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aparatur sudah memiliki moral dan

semangat kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas.
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Tabel 4.6
Tanggapan responden tentang aparatur memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam
melaksanakan tugas
Pertanyaan 2
Jawaban Frekuensi (F) Persent (%)

a. Sangat setuju 3 12.0
b. Setuju 11 44.0
¢. Ragu-ragu 11 44.0
d. Kurang setuju 0 0
e. Tidak setuju 0 0

Jumlah 25 100%

Sumber ; Data olahan 2014

Berdasarkan tanggapan responden tentang aparatur memiliki kedisiplinan yang

tinggi dalam melaksanakan tugas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden,
yaitu 11 orang atau 44,0% mengatakan setuju dan ragu-ragu. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa aparatur sudah memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam
melaksanakan tugas..

Tabel 4.7
Tanggapan responden tentang aparatur mengaitkan dirinya dengan pekerjaannya
secara aktif untuk berpartisipasi di dalamnya

Pertanyaan 3
Jawaban Frekuensi (F) Persent (%)

a. Sangat setuju 3 12.0
b. Setuju 9 36.0
c. Ragu-ragu 12 48.0
d. Kurang setuju 1 4.0
e. Tidak setuju 0 0

Jumlah 25 106%

Sumber : Data olahan 2014
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Berdasarkan tanggapan responden tentang aparatur aparatur mengaitkan dirinya
dengan pekerjaannya secara aktif untuk berpartisipasi di dalamnya, dapat diketahui
bahwa sebagian besar responden, yaitu 12 orang atau 48,0% mengatakan rago-ragu.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aparatur kurang mengaitkan dirinya dengan
pekerjaannya secara aktif untuk berpartisipasi di dalamnya.

Tabel 4.8

Tanggapan responden tentang aparatur memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan

fugas
Pertanyaan 4
Jawaban Frekuensi (F) Persent (%)

a. Sangat setuju 3 12.0
b. Setuju 11 44.0
c. Ragu-ragu 10 40.0
d. Kurang setuju 1 4.0
e. Tidak setuju 0 0

Jumlah 25 160%

Sumber : Data olahan 2014

Berdasarkan tanggapan responden tentang aparatur memiliki tanggungjawab
dalam melaksanakan tugas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden, yaitu 11
orang atau 44,0% mengatakan setuju. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

aparatur sudah memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugas.
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Tanggapan responden tentang aparatur merasa memiliki organisasi yang

bersangkutan dan tidak berkeinginan pindah tugas
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Pertanyaan 5
Jawaban Frekuensi (F) Persent (%)

a. Sangat setuju 2 8.0
b. Setuju 10 40.0
¢. Ragu-ragu 13 52.0
d. Kurang setuju 0 0
e. Tidak setuju 0 0

Jumlah 25 100%

Sumber : Data olahan 2014

Berdasarkan tanggapan responden tentang aparatur merasa memiliki organisasi

yang bersangkutan dan tidak berkeinginan pindah tugas, dapat diketahui bahwa

sebagian besar responden, yaitu 13 orang atau 52,0% mengatakan ragu-ragu. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa aparatur kurang merasa memiliki organisasi yang

bersangkutan dan tidak berkeinginan pindah tugas.

Tabel 4.10

Tanggapan responden tentang aparatur bekerja sungguh-sungguh dengan segenap
kemampuan kerja yang dimilikinya

Pertanyaan 6

Jawaban Frekuensi (F) Persent (%)
a. Sangat setuju 3 12.0
b. Setuju i1 44.0
c. Ragu-ragu 10 40.0
d. Kurang setuju 1 4.0
e. Tidak setuju 0 0
Jumlah 25 100%

Sumber : Data olahan 2014
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Berdasarkan tanggapan responden tentang aparatur bekerja sungguh-sungguh
dengan segenap kemampuan kerja yang dimilikinya, dapat diketahui bahwa sebagian
besar responden, yaitu 11 orang atau 44,0% mengatakan setuju. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa aparatur kurang bekerja sungguh-sungguh dengan segenap

kemampuan kerja yang dimilikinya.

432 Pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y)

Berdasarkan hasil tabulasi data yang ada pada tabel di bawah, kuesioner yang
telah diisi oleh responden sebanyak 25 rtesponden, sctelah diolah diperoleh nilai
masing-masing indikator dari variabel fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y).
Menurut pendapat responden berdasarkan tabel distribusi frekuensi tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut

Tabel 4.11
Tanggapan responden tentang keterlibatan anggota dewan dalam berbagai aktivitas

untuk menghasilkan produk legislasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat

Pertanyaan 1
Jawaban Frekuensi (F) Persent (%)

a. Sangat setuju 5 20.0
b. Setuju 11 44.0
c. Ragu-ragu 8 32.0
d. Kurang setuju 1 4.0
¢. Tidak setuju 0 0

Jumlah 25 166%

Surnber : Data olahan 2014
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Berdasarkan tanggapan responden tentang keterlibatan anggota dewan dalam
berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk legislasi yang berpihak pada
kepentingan masyarakat, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden, yaitu 11
orang atau 44,0% mengatakan setuju. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
anggota dewan sudah terlibat dalam berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk
legislasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Tabel 4.12
Tanggapan responden tentang anggota dewan mengikuti mekanisme penyusunan

peraturan daerah (perda)

Pertanyaan 2
Jawaban Frekuensi (F) Persent (%)

a. Sangat setuju 4 16.0
b. Setuju 12 48.0
¢. Ragu-ragu 9 36.0
d. Kurang setuju 0 0
e. Tidak setuju 0 0

Jumlah 25 100%

Sumber : Data olahan 2014

Berdasarkan tanggapan responden tentang anggota dewan mengikuti
mekanisme penyusunan peraturan daerah (perda), dapat diketahui bahwa sebagian
besar responden, yaitu 12 orang atau 48,0% mengatakan setuju. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa anggota dewan sudah mengikuti mekanisme penyusunan

peraturan daerah (perda).
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Tabel 4.13
Tanggapan responden tentang anggota dewan memiliki sikap proaktif untuk

mengusulkan rancangan peraturan daerah

Pertanyaan 3
Jawaban Frekuenst (F) Persent (%)

a. Sangat sefuju 3 36.0
b. Setuju 14 56.0
¢. Ragu-ragu 8 32.0
d. Kurang setuju 0 0
¢. Tidak setuju 0

Jumlzah 25 100%

Sumber : Data olahan 2014

Berdasarkan tanggapan responden tentang anggota dewan memiliki sikap
proaktif untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah, dapat diketahui bahwa
sebagian besar responden, yaitu 14 orang atau 56,0% mengatakan setuju. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa anggota dewan sudah memiliki sikap proaktif untuk
mengusulkan rancangan peraturan daerah.

Tabel 4.14
Tanggapan responden tentang anggota dewan mengakomodir aspirasi yang
berkembang dalam masyarakat

Pertanyazn 4
Jawaban Frekuensi (F) Persent (%)

a. Sangat setuju & 32.0
b. Setuju 10 40.0
c. Ragu-ragu 7 28.0
d. Kurang setuju 0 0
e. Tidak setuju 0 0

Jumlah 25 160%

Sumber : Data olahan 2014
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Berdasarkan tanggapan responden tentang anggota dewan mengakomodir
aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dapat diketahui bahwa scbagian besar
responden, yaitu 10 orang atau 40,0% mengatakan setuju. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa anggota dewan sudah mengakomodir aspirasi yang berkembang
dalam masyarakat.

Tabel 4.15
Tanggapan responden tentang anggota dewan melakukan konsultasi publik sebelum

rancangan peraturan daerah (ranperda) menjadi peraturan daerah (perda)

Pertanyaan 5
Jawaban Frekuensi () Persent (%)

a. Sangat setuju 9 36.0
b. Setuju 8 32.0
c. Ragu-ragu 7 28.0
d. Kurang setuju I 4.0
e. Tidak setuju 0 0

Jumlah 25 100%

Sumber : Data olahan 2014

Berdasarkan tanggapan responden tentang anggota dewan melakukan
konsultasi publik sebelum rancangan peraturan daerah (ranperda) menjadi peraturan
daerah (perda), dapat diketahui bahwa sebagian besar responden, yaitu 9 orang atau
36,0% mengatakan setuju. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggota dewan
sudah melakukan konsultasi publik sebelum rancangan peraturan daerah (ranperda)

menjadi peraturan daerah (perda).



Tanggapan responden tentang anggota dewan melakukan peninjauan terhadap

peraturan daerah (perda} yang telah dijalankan

Tabel 4.16
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Pertanyaan 6
Jawaban Frekuemsi (i) Persent (%)

a. Sangat setnju 7 28.0
b. Setuju 8 32.0
c. Ragu-ragu 10 40.0
d. Kurang setuju 0
e. Tidak setuju 0

Jumlah 25 100%

Sumber : Data olahan 2014

Berdasarkan tanggapan responden

tentang anggota dewan melakukan

peninjauan terhadap peraturan daerah (perda) yang telah dijalankan, dapat diketahui
bahwa sebagian besar responden, yaitu 10 orang atau 40,0% mengatakan ragu-ragu.
Dengan demikian dapat dikatakan babwa anggota dewan kurang melakukan
peninjavan terhadap peraturan daerah (perda) yang telah dijalankan.

Tabel 4.17

Tanggapan responden tentang anggota dewan melakukan pengawalan terhadap
peraturan daerah (perda) vang telah dijalankan

Pertanyaan 7
Jawaban Frekuensi (F) Persent (%)
a. Sangat setuju 4 16.0
b. Setuju 12 48.0
¢. Ragu-ragu 9 36.0
d. Kurang setuju 0 0
e. Tidak setuju 0 0
Jumlah 25 100%

Sumber : Data olahan 2014
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Berdasarkan tanggapan responden tentang anggota dewan melakukan
pengawalan terhadap peraturan daerah (perda) yang telah dijalankan, dapat diketahui
bahwa sebagian besar responden, yaitu 12 orang atau 48,0% mengatakan setuju.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggota dewan sudah melakukan
pengawalan terhadap peraturan daerah (perda) yang telah dijalankan.

Tabel 4.18
Tanggapan responden tentang anggota dewan melakukan pembahasan, pengubahan,

dan/atau penyempurnaan rancangan perda

Pertanyazan 38
Jawaban Frekuensi (F) Persent (%)

a. Sangat setuju 6 24.0
b. Setuju 12 43.0
c. Ragu-ragu 7 28.0
d. Kurang setuju 0 0
e. Tidak setuju 0 0

Jumlah 25 100%

Sumber : Data olahan 2014

Berdasarkan tanggapan responden tentang anggota dewan melakukan
pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan perda, dapat diketahui
bahwa sebagian besar responden, yaitu 12 orang atau 48,0% mengatakan setuju.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggota dewan sudah melakukan

pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempumaan rancangan perda.



4.4 Uji statistik

4.4.1 Uji korelasi dan determinasi
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Berdasarkan hasil pengujian dan pengolahan data dengan menggunakan metode

analisis regresi sederhana, maka dapat diketahui tingkat korelasi dan determinasi

antara sikap ketja aparatur (vriabel X) terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota

dewan (variabel Y) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone

Bolango.

Tabel 4.19

Model summary sikap kerja aparatur (vriabel X) terhadap
pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y)

R R Square | Adjusted R | Std. Error of Durbin-Watson -
Square the Estimate
871¢ 758 748 2.43546

a. Predictors: (Constant), Sikap keria aparatur (var. X)

b. Dependent Variable: Pelaksanaan fungsi legislasi (var. Y)

Pada tabel 4.19 dapat dilihat bahwa nilai korelasi disimbolkan dengan R yakni

sebesar 0,871 atau 87,1%. Adapun nilai determinasi disimbolkan dengan R Square

atau r* dapat disebut koefisien diterminasi yang dalam hal ini berarti 0,758 (75,8%).

Maknanya sumbangan sebesar 0,758 (75,8%) variabel pelaksanaan fungsi legislasi

anggota dewan (variabel Y) ini dijelaskan oleh variabel sikap kerja aparatur (variabel

X). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sikap kerja aparatur (vriabel X)

berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y) di
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Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebesar

0,758 atau 75,8%.

4.4.2 Persamaan regresi dan hipotesis
Uji persamaan regresi dan hipotesis menggunakan teknik analisis regresi linier
sederhana untuk variabel sikap kerja aparatur (vriabel X) terhadap pelaksanaan fungsi

legislasi anggota dewan (variabel Y) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.20
Koefisien sikap kerja aparatur (vriabel X) terhadap
pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y)

Model Unstandardized [Standardiz t
Coefficients ed
Coefficien
is
B Std. Beta
Error
1 {Constant) 4455 3.174 1.403
Sikap kerja 1.217 143 .871] 8.489
aparatur (var. X)

a. Dependent Variable: Pelaksanaan fungsi legislasi {var. Y)

Pada tabel 4.20 di atas menggambarkan bahwa persamaan regresi sederhana
sebagai berikut:
Y =a+ b.X

v

il

4,455+ 1,217. X
Persamaan struktural ini bermakna bahwa konstanta sebesar 4,455 mengatakan

bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari nilai variabel sikap kerja aparatur (variabel
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X), maka nilai pelaksanaan fungsi legisiasi anggota dewan (variabel Y) adalah 4,455,
Koefisien regresi sebesar 1,217 mengatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda
+) satu skor atau nilai pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel X) akan
memberikan kenaikan skor sebesar 1,217,

Uji t untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel pelaksanaan fungsi
legislasi anggota dewan (Y) kriteria uji koefisien regresi dari variabel sikap kerja
aparatur (variabel X) terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel
Y) sebagai berikut.

Hipotesis yang diajukan dalam bentuk kalimat.

Ho: Sikap kerja aparatur (vriabel X) tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi
legislasi anggota dewan (variabel Y) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ha: Sikap kerja aparatur (vriabel X) berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi
legistasi anggota dewan (variabel Y) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Selanjutnya, untuk mengetahui signifikansi regresi sederhana bandingkan
antara nilai probabilitas 0,05 dengan nilai probabilitas Sig sebagai berikut.

e Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas Sig atau

(0,05 < Sig), maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak signifikan.
o Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas Sig

atau (0,05 = Sig), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan.
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Terlihat bahwa kolom Sig (signifikansi) pada tabel 4.20 coefficients variabel
YX ternyata nilai probabilitas Sig = 0,000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau
nilai 0,05 > 0,000, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya koefisien regresi adalah
signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:
Ha: Sikap kerja aparatur (vriabel X) berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi
legislasi anggota dewan (variabel Y) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Bone Bolango.

4.5 Pembasahan hasil penelitian

Anggota dewan perwakilan rakyat dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya, sangat sulit untuk menjalankannya secara maksimal seorang diri tanpa
dukungan dari orang lain. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
terutama fungsi legislasi, anggota dewan dibantu oleh pegawai sekretariat dewan
yang merupakan unsur pelaksana teknis pelayanan terhadap dewan perwakilan rakyat
daerah. Mereka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan, administrasi kevangan, dan yang paling utama mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah, serta menyediakan
informasi dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh dewan
perwakilan rakyat daerah. Menurut Sriyono (2017:5) tanpa informasi yang memadai
dan mudah diperoleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka
akan mengalami kesulitan dalam membahas berbagai masalah dengan mitra kerjanya

{pihak pemerintah daerah). Dalam menunjang pelaksanaan fungsi legislasi anggota
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dewan, kontribusi yang diberikan oleh pegawai sckretariat dewan sangat besar
manfaatnya karena fungsi anngota dewan tidak akan berjalan dengan baik, kalau
tidak dibantu oleh pegawai sekretariat dewan, seperti memfasilitasi rapat-rapat yang
dilaksanakan oleh anggota dewan dan mendokumentasikan produk hukum daerah
yang telah disahkan bahkan ikut dalam mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bone Bolango mempunyai kesempatan yang sangat luas untuk
melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan atas jalannya roda pemerintahan
daerah. Usaha pembenahan dalam organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) adalah merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan guna merespon setiap
tuntutan yang datang dari masyarakat sebagai suatu jawaban atas berbagai masalah
yang selama ini dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Olehnya itu,
keberadaan sekretariat dewan haruslah benar-benar dapat menunjang pelaksanaan
tugas anggota dewan.

Untuk mewujudkan sosok pegawai sekretariat dewan yang handal, profcsional,
efisien, efektif serta tanggap yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan
dalam pelaksanaan tugas, maka tentulah harus didukung oleh dorongan yang berupa
sikap kerja yang ada pada diri setiap pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango. Kelancaran kerja dari setiap unit instansi
dalam melaksanakan aktivitasnya tergantung pada sikap dari pegawai yang ada di

dalamnya, karena sikap kerja yang positip dari pegawai mencerminkan rasa senang
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mereka terhadap pekerjaan yang dilakukannya, sebagaimana dikatakan oleh Sarwono,
2009:201) bahwa sikap (attitude) adalah istilah yang mencerminkan rasa senmang,
tidak senang, atau perasaan biasa-biasa saja (netral) dari seseorang terhadap sesuatu.
Sesuatu itu bisa benda, kejadian, situasi, orang-orang atau kelompok, kalau yang
timbul terhadap sesuatu itu adalah perasaan senang, maka disebut sikap positif.
Sedangkan perasaan tidak senang disebut sikap negatif. Kalau tidak timbul perasaan
apa-apa berarti sikapnya netral.

Hasil penelitian di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bone Bolango menunjukkan bahwa sikap kerja aparatur (vriabel X) berpengaruh
terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y) di Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebesar 0,758 (75,8%).
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sikap kerja aparatur sudah membantu
anggota dewan Bone Bolango dalam melaksanakan fungsi legislasinya. Hasil
penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Mawarni (2018) yang
menyimpulkan bahwa sikap kerja berpengaruh positip dan signifikan terhadap kincrja
PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Medan. Hal ini berarti bahwa jika sikap
kerja tinggi, maka kinerja karyawan juga akan meningkat.

Oleh karena itu, masalah sikap kerja aparatur secretariat dewan perlu diberikan
perhatian yang lebih. Perhatian yang demikian besar itu, tidak lain tujuannya adalah
meningkatkan prestasi kerja yang pada gilirannya akan eksistensi dari pelaksanaan

fungsi legislasi anggota dewan. Selain itu, perhatian yang serius terhadap aparatur
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untuk peningkatan prestasi kerja mercka tidak terlepas dari beberapa faktor yang
mempengaruhi, diantaranya sikap kerja mereka terhadap pekerjaan yang menjadi
tanggung jawabnya.

Berdasar pada hasil penelitian juga diketahui bahwa walaupun sikap kerja
aparatur dapat memberikan kontribusi positip pada pelaksanaan fungsi legislasi
anggota dewan (variabel Y) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bone Bolango, namun ada beberapa indikator yang mendapat tanggapan
negatip responden diantaranya aparatur kurang memiliki kedisiplinan yang tinggi
dalam melaksanakan tugas. Sikap kerja yang kurang pada pekerjaan dapat
mengakibatkan aparatur menjadi malas dan kurang memiliki kepada pekerjaannya.
Disiplin merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka menciptakan
pegawai negeri sipil yang bermutu untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan
kepadanya demi pencapaian tujuan organisasi. Dan dengan disiplin, maka akan
terwujud suatu sikap yang mencerminkan ketaatan kepada suatu peraturan. Sikap
kerja dan disiplin aparatur memiliki keterkaitan erat karena keduanya berkaitan
dengan sikap mental aparatur, seperti yang dikatakan oleh Sinungan (2018:145)
bahwa disiplin ialah sebagai sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau
tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa ketaatan (obedience)
terhadap peraturan-peraturan atau ketentuan yang ditetapkan pemerintah atau etik,

norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat untuk tujuan tertentu. Kedisiplinan
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merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan sekretariat
dewan dan norma-norma sosial yang berlaku.

Hasil temuan Jainnya yakni indikator yang mendapat tanggapan negatip ialah
aparatur sekretariat dewan masih kurang mengaitkan dirinya dengan pekerjaannya
secara aktif untuk berpartisipasi di dalamnya. Hal ini mengindikasikan masih
kurangnya tingkat kesadaran aparatur terhadap tugasnya. Kesadaran juga berkaitan
sikap seseorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas
dan tanggung jawabnya. Kondisi ini juga sesuai dengan indikator lain yang mendapat
tanggapan negatip yakni aparatur kurang merasa memiliki organisasi yang
bersangkutan, sehingga kurang berminat meningkatkan kualitas kerjanya. Menurut
Kristiadi (2014:98) aparat birokrasi dalam peranannya menghadapi tugas ganda,
yakni disatu pihak aparat birokrasi harus mampu melakukan kiat-kiat strategis dalam
rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pihak yang membutuhkan
pelayanan mereka, dilain pihak aparat birokrasi juga harus mampu meningkatkan
kualitas sumber daya manusia dalam lingkungannya.

Sikap kerja merupakan akibat dari interaksi aparatur dengan situasi tertentu
yang dihadapinya. Sikap kerja yang positip merupakan daya pendorong yang
mengakibatkan aparatur mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk
keahlian atau ketrampilan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan
kewajibannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang

telah ditentukan sebelumnya.
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BABV
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan dapat ditarik kesimpukan sebagai
berikut:

Sikap kerja aparatur (vriabel X) berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi
legislasi anggota dewan (variabel Y) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bone Bolango sebesar 0,758 atau sebesar 75,8%. Hal ini berarti bahwa
sikap kerja aparatur sudah dapat mendukung pelaksanaan fungsi legislasi anggota
dewan. Namun demikina, ada beberapa indikator yang harus mendapat penekanan
untuk ditingkatkan lagi masih mendapat penilaian negatip dari responden, yakni
aparatur kurang memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan tugas,
aparatur sckretariat dewan masih kurang mengaitkan dirinya dengan pekerjaannya
secara aktif untuk berpartisipasi di dalamnya, serta anggota dewan masih kurang
melakukan peninjauan terhadap peraturan daerah (perda) yang telah dijalankan.
Indikator yang masih mendapat tanggapan negatip dari responden tersebut
merupakan salah satu penyebab sikap kerja aparatur yang kurang maksimal dalam
memberikan dukungan pada pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan Kabupaten

Bone Bolango.
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5.2 Saran
Berdasarkan pada kesimpulan hasil penelitian, dapat diberikan saran sebagai
berikut:

1. Kepala sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango
sebaiknya lebih mengoptimalkan kepala-kepala bagian untuk lebih aktif lagi
memberikan dorongan berupa dialog dengan bawahan mereka untuk
meningkatkan sikap mereka pada tugas pokok dan fungsinya.

2. Kepala sekretariat sebaiknya lebih meningkatkan lagi koordinasi antara aparatur
sekretariat dengan anggota dewan dalam pelaksanaan tugas masin-masing,
schingga aparatur secretariat dapat memaksimalkan fungsi dalam mendukung
pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan. Di samping itu, kepala sekretariat
hendaknya lebih aktif mendisiplinkan aparaturnya dengan memberikan sanksi

kepada aparatur yang kurang disiplin dalam pelaksanaan tugasnya.
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Uji validitas dan reliabilitas

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

N

fCases

Valid
Excluded®
Total

%
25 100.0
0 .0
25 100.0

a, Listwise deletion hased on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's N of ltems
Alpha
882 6
Kem-Totfal Statistics
Scale Mean if | Scale Variance if | Corrected item- | Squared Multiple|  Cronbach's
item Deleted item Deleted ] Total Correlation Correlation Alpha if item
Deleted

VARO0001 18.0000 8.750 641 .558 870
VAROD002 18.2000 8.750 686 591 .863
VARO00003 18.32004§ 8.393 584 614 .864
VAROG004 18.2800 8.710 606 586 877
VAROD005 18.3200 8.810 723 722 .858
VAROO0O6 18.2800 7.877 832 .825 837
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Uji validitas dan reliabilitas

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

N

%

fCases Valid

Total

Excluded®

25 100.0
¢ 0
25 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of ltems

911

Hem-Total Statistics

Scale Mean if {Scale Variance if{ Corrected lem- | Squared Multiple|  Cronbach’s
ltem Deleted ltem Deleted | Total Correlation Correlation Alpha if lfem
Deleted

WVAROG001 27.2800 17.793 T3 647 897
VARO0002 27.2800 18.877 870 556 .803
VARO0003 27.2800 19.127 .700 .620 901
VARO0004 27.0400 18,290 678 621 802
'VAROQ005 27.0800 17.743 639 540 908,
VARO0006 27.2000 17.167 316 .7585 .88g
VARCC007 27.2800 18.710 700 .568 .900
WVARD0008 27.1200 18.027 780 T4 893




HASIL REKAPITULASI

SIKAP KERJA | PELAKSANAAN
Nomor | APARATUR FUNGSI
Responden | (VARIABLE X) LEGISLASI
(VARIABEL Y)
I 19 27
2 21 29
3 20 30
4 22 30
5 23 31
6 20 29
7 17 25
8 22 33
9 20 27
10 28 39
11 20 27
12 19 26
13 23 34
14 21 22
15 23 35
16 17 25
17 24 37
18 30 40
19 19 29
20 16 29
21 23 31
22 26 37
23 27 38
24 25 36
25 22 31




DISTRIBUSI TANGGAPAN RESPONDEN

SIKAP KERJA APARATUR (VARIABLE X)

Frequency Table
pertanyaan 1
Frequency Percent | Valid Percent Cumulative
Percent
Valid  2.00 1 4.0 4.0 4.0
3.00 5 20.0f 20.0 24.0
4.00 15 60.0 60.0 840
5.00 4 16.0 16.0 100.0
Total 25 100.0 100.0
pertanyaan 2
Freguency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid  3.00 11 44.0 44.0 44.0
4.00 11 44.0 44.0 88.0
5.00 3 12.0 12.0 100.0
Total 25 100.0 100.0]
pertanyaan 3
Freguency | Percent | Valid Percent Cumulative
Percent
Valid  2.00 1 4.0 4.0 4.0
3.00 12 48.0 48.0 52.0
4.00 9 36.0 36.04 88.0
5.00 3 12.0 12.0 100.0
Total 25 100.0 100.0




pertanyaan 4

Frequency Percent | Valid Percent Cumnuiative
Percent
Valid  2.00 1 4.0 40 4.04
3.00 10 40.0 440 48.0
4.00 11 44.0 40.0 88.0
5.00 3 12.0 12.0 100.0
Total 25 100.0 100.0
pertanyaan 5
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid  3.00 13 52.0 52.0 52.0
4.00 10 40.0 40.0 92.0
5.00 2 8.0 8.0 100.0
Total 25 100.0 100.0]
pertanyaan 6
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid  2.00 1 4.0 4.0 4.0
3.00 10 40.0 44.06 48.0
4.00 11 44.0 40.04 88.0
5.00 3 12.0 12.0 100.0
Total 25 100.0 100.0

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI (VARIABEL Y)
Frequency Table



pertanyaan 1

Frequency | Percent | Valid Percent Cumulative
Percent
\Valid  2.00 1 4.0 4.0 4.0
3.00 8 320 32.0 368.0
4.00 11 44.0 44.0 80.0
5.00 5 20.0 200 100.0
Total 25 100.0 100.0
pertanyaan 2
Frequency Percent | Valid Percent Cumulative
Percent
Valid  3.00 9 36.0 36.0 36.0
4.00 12 48.0 48.0 84.0
5.00 4 16.0 16.0 100.0
Total 25 100.0 100.0
pertanyaan 3
Frequency | Percent | Valid Percent Cumulative
Percent
Valid  3.00 8 320 32.0 32.0
4.00 14 56.0 58.0 88.0
5.00 3 12.0 12.0 100.0
Total 25 100.0 100.0

pertanyaan 4




Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Valid  3.00 7 28.0 28.0 28.0
4.00 10 40.0 40.0 68.0
5.00 8 32.0 32.0 100.0¢
Total 25 100.0 100.0
pertanyaan 5
Frequency | Percent | Valid Percent Cumulative
Percent
Valid 2,00 1 40 4.0 4.0
3.00 7 28.0 28.0 32.0
4.00 8 32.06 32.0 64.0
5.00 9 36.0 36.0 100.0
Total 25 100.0 100.0
pertanyaan 6
Frequency | Percent | Valid Percent Cumulative
Percent
Valid  3.00 10 40.0] 40.0 40.0
4.00 8 32.0 32,0 72.0
5.00 7 28.0 28.0 100.0
Total 25 100.0 100.0
pertanyaan 7
Frequency | Percent | Valid Percent Cumulative

Percent




Valid  3.00 9 36.0 36.0 36.0
4.00 12 48.0 438.0 84.0
5.00 4 16.0 16.0 100.0
Total 25 100.0 100.0
pertanyaan 8
Frequency { Percent | Valid Percent Cumulative
Percent
Valid  3.00 7 28.0 28.0 28.0
4.00 12 48.0 48.0 76.0
5.00 6 24.0 24.0 100.0
Total 25 100.0 100.0
Regression

Descriptive Statistics




Mean Std. Deviation N
Pelaksanaan fungsi legislasi 31.0800 4.84699 25]
{var. Y)
Sikap kerja aparatur {var. X} 21.8800 3.48795 25

Correlations

Pelaksanaan Sikap kerja
fungsi legisltasi | aparatur (var. X}
{var. Y)
fearson Correlation Pelaksanaan fungsi legisiasi 1.000 .871
(var. Y}
Sikap kerja aparatur (var, X) 871 1.000
Sig. (1-tailed} Pelaksanaan fungsi legislasi .000
{var. Y}
Sikap kerja aparatur (var. X) .000
N Pelaksanaan fungsi legislasi 25 25
{var. Y}
Sikap Kkerja aparatur {(var. X) 25 25
Model Summary®
!Model R R Square Adjusted R Std. Ermor of the Durbin-Watson
o Square Estimate
1 .871° 758 748 2.43546
a. Predictors: {Constant), Sikap kerja aparatur {var. X}
b. Dependent Variable: Pelaksanaan fungsi legislasi (var, Y)
ANOVAL
Maodel Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 427417 1 427.417 72.059 000
Residual 136.423 23 5.931




Total 563.840|

24|

a. Predictors: (Constant), Sikap kerja aparatur (var. X)

b. Dependent Variable: Pelaksanaan fungsi legislasi (var. Y)

Coefiicients®
Model Unstandardized Coefficients Standardized t
Coefficients
B Std. Error Beta
1 (Constant} 4.455 3174 1403
Sikap kerja aparatur (var. X} 1.217 143 871 8.489

a. Dependent Variable: Pelaksanaan fungsi legislasi (var. Y)




KUESIONER PENELITIAN

Pengaruh Sikap Kerja Aparatur Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Anggota Dewan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Bone Bolango

Petunjuk:

Mohon dijawab dengan memberikan tanda silang (X) atau (V) pada kolom jawaban.

Pertanyaan:
Sikap Kerja Aparatur (variable X)

S8

KS

TS

1

Aparatur memiliki moral dan semangat kerja yang

tinggi dalam melaksanakan tugas

2 | Aparatur memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam
melaksanakan tugas

3 | Aparatur mengaitkan dirinya dengan pekerjaannya
secara aktif untuk berpartisipasi di dalamnya

4 | Aparatur memiliki  tanggungjawab  dalam
melaksanakan tugas

5 | Aparatur merasa memiliki organisasi yang
bersangkutan dan tidak berkeinginan pindah tugas

6 | Aparatur bekerja  sunggub-sungguh  dengan

segenap kemampuan kerja yang dimilikinya




Pelaksanaan Fungsi Legislasi (variabel Y)

S8

KS

TS

1

Keterlibatan anggota dewan dalam berbagai
aktivitas untuk menghasilkan produk legislasi

yang berpihak pada kepentingan masyarakat

2 | Anggota dewan  mengikuti mekanisme
penyusunan peraturan daerah (perda)

3 | Anggota dewan memiliki sikap proaktif untuk
mengusulkan rancangan peraturan daerah

4 | Anggota dewan mengakomodir aspirasi yang
berkembang dalam masyarakat

5 | Anggota dewan melakukan konsultasi publik
sebelum rancangan peraturan daerah (Ranperda)
menjadi peraturan daerah (Perda)

6 ! Anggota dewan melakukan peninjavan terhadap
peraturan daerah (Perda) yang telah dijalankan

7 | Anggota dewan melakukan pengawalan terhadap
peraturan daerah (Perda) yang telah dijalankan

8 | Anggota dewan melakukan  pembahasan,

pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan

perda




KUESIONER PENELITIAN

Pengaruh Sikap Kerja Aparatur Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Anggota Dewan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Bone Bolango

Petunjuk:
Mohon dijawab dengan memberikan tanda silang (X) atau (V) pada kolom jawaban.
Pertanyaan:
Sikap Kerja Aparatur (variable X)
SS KS | TS
1 | Aparatur memiliki moral dan semangat ketja yang
tinggi dalam melaksanakan tugas
2 Aparatur memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam
melaksanakan tugas
3 | Aparatur mengaitkan dirinya dengan pekerjaannya
secara aktif untuk berpartisipasi di dalamnya
4 | Aparatur  memiliki tanggungjawab  dalam
melaksanakan tugas
5 | Aparatur merasa memiliki organisasi yang
bersangkutan dan tidak berkemginan pindah tugas
6 | Aparatur bekerja  sunggub-sungguh  dengan

segenap kemampuan kerja yang dimilikinya




Pelaksanaan Fungsi Legislasi (variabel Y)

SS

KS

TS

1 | Keterlibatan anggota dewan dalam berbagai
aktivitas untuk menghasilkan produk legislasi
yang berpihak pada kepentingan masyarakat

2 | Anggota dewan  mengikuti  mekanisme
penyusunan peraturan daerah (perda)

3 | Anggota dewan memiliki sikap proaktif untuk
mengusulkan rancangan peraturan daerah

4 | Anggota dewan mengakomodir aspirasi yang
berkembang dalam masyarakat

5 | Anggota dewan melakukan konsultasi publik
sebelum rancangan peraturan daerah (Ranperda)
menjadi peraturan daerah (Perda)

6 | Anggota dewan melakukan peninjauan terhadap
peraturan daerah (Perda) yang telah dijalankan

7 | Anggota dewan melakukan pengawalan terhadap
peraturan daerah (Perda) yang telah dijalankan

8 | Anggota dewan melakukan pembahasan,

pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan

perda
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ABSTRACT

MOHAMAD RIVAL KIDAMU. S$2120066. THE EFFECT OF APPARATUS'
WORK  ATTITUDES ON THE  LEGISLATIVE FUNCTION
IMPLEMENTATION OF BOARD MEMBERS AT THE SECRETARIAT OF
THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF BONE BOLANGO
REGENCY

This study aims to find the effect of the apparatus' work attitude on the legislative
Junction implementation of board members at the Secretariat of the Regional House
of Representatives of Bone Bolango Regency. It employs a quantitative approach
with a survey method. The survey research explains the causal relationship and
hypothesis testing. The number of samples in this study covers 25 people. The data
analysis method uses simple regression analysis. The results of this study show that
the apparatus’ work attitude (variable X) affects the legislative function .
implementation of board members (variable Y) at the Secretariat of the Regional
House of Representatives of Bone Bolango Regency by 0.758 or 75.8%. It means
that the apparatus' work attitude can support the legislative  function™ -
implementation of the board members. 5

Keywords: work attitude, legislative function, Secretariat of Regional House of
Representatives



ABSTRAK

MOHAMAD RIVAL KIDAMU. 82120066. PENGARUH SIKAP KERJA
APARATUR TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI
ANGGOTA DEWAN DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh sikap kerja aparatur
terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan di Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Penelitian survei yang dimaksud
adalah bersifat menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis. Jumlah
sampel dalam penelitian ini adalah 25 orang. Adapun metode analisis data
menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

sikap kerja aparatur (vriabel X) berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi legislasi ..

anggota dewan (variabel Y) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bone Bolango sebesar 0,758 atau sebesar 75,8%. Hal ini berarti bahwa -

sikap kerja aparatur sudah dapat mendukung pelaksanaan fungsi legislasi anggota
dewan.

Kata kunci: sikap kerja, fungsi legislasi, Sekretariat DPRD

;".'

AK



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jin. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo -
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian(@unisan.ac.id

Nomor : 4699/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/1X/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan I1zin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango

di,- '
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . Dr. Rahmisyari, ST.,SE.. MM
NIDN : 0929117202
Jabatan . Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan Proposal /
Skripsi, kepada :

Nama Mahasiswa : Moh. Rival Kidamu

NIM : S2120066

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik

Program Studi : [Imu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : KANTOR SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (DPRD) KABUPATEN BONE BOLANGO

Judul Penelitian : PENGARUH SIKAP KERJA APARATUR TERHADAP
- PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI ANGGOTA DEWAN
DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.




-

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONEBOLANGO )

SEKRETARIAT DPRD
JI. Dr. Zainal Umar Sidiki No. I Desa Moutong Kec. T. ilongkabila

%

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKSANKAN PENELITIAN
No. 800/SET.DPRD/BB/132/X/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama - ﬁs. Rahman Bau, MM
Nip : 19681013 200501 1 010
Pangkat/Gol : Pembina TkI1/IVb
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan
Dengan ini menerangkan bahwa

Nania : Mohamad Rival Kidamu
NIM : S 212 0066

Telah selesai melaksanakan kegiatan Penelitian di DPRD Kab. Bone Bolango dengan Judul
“Penclitian Pengarult Sikap Kerja Aparatur Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Anggota
Dewan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tilongkabila, 10 Oktober 2023

Kepala Bagian Persidangan

Drs, Rahmian,Bag, MM

Nip. 19681013:200501 1 010



RIWAYAT HIDUP

Nama : Rival Kidamu

NIM : $2120006

Tempat /Tgl Lahir  : Tapa,04 Januari 2001

Nama Ayah . Arpan Kidamu

Nama Ibu : Novita Kasim

Alamat : JIn Tapa Kabila Desa Talumopatu Kecamatan Tapa

Fakultas/ Prodi : Fakultas Ilmu Sosial dan Iimu Politik / Ilmu Pemerintahan

Jenjang : 81

Judul Skripsi - Pengaruh Sikap Kerja Aparatur Terhadap Pelaksnaan Fungsi Legislasi Anggota Dewan

di Sekretariat dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango

SEKOLAH MASUK/LULUS

SD NEGERI I TAPA 2008-2014

SMP NEGERI 1 TAPA 2014-2017

SMA NEGERI I TAPA 2017-2020

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO 2020-2024



